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Pengantar Editor

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dike-
nang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidup-
an manusia. Krisis multidimensi menghantam dunia hingga ke Indonesia
yang disebabkan krisis di bidang kesehatan setelah WHO menyatakan
bahwa dunia telah dilanda pandemi virus Corona varian baru yang kemu-
dian diberi nama sebagai Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sejak 30
Januari 2020. Hanya dalam waktu singkat, Covid-19 kemudian menye-
bar ke beberapa negara Asia, seperti Korea, Singapura, Jepang, Malay-
sia, Hongkong, dan Taiwan. Selain di China, muncul beberapa episentrum
baru tempat di mana Covid-19-kemudian“menyebar secara cepat, dalam
skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di Asia, episen-
trum baru tersebut adalah Iran. Dari Asia, virus ini tidak bisa dibendung
juga merambah Benua-Australia dan Eropa. Di.Eropa, Italia dan Spanyol
merupakan episentrum-penyebarannya. Berawal dart dua negara tersebut,
Covid-19 melanda hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelah itu
wabah ini menyeberang Samudera Atlantik menuju Benua Amerika. Ame-
rika Serikat kemudian mefjadi episentrum baru‘penyebaran dengan jum-
lah penderita mencapai puluban ribu dan merenggut ribuan korban jiwa.

Krisis kesehatan sebagaimana terurai kemudian meluas menjadi krisis
tata kelola di berbagai negara dalam merespons pandemi. Dalam kacama-
ta Asia Tenggara saja, respons terhadap penanggulangan Coviq-19 cukup
bervariasi. Hal yang menarik, terdapat perbedaan besar. d.alam jumlah .ka-
sus yang dikonfirmasi, bahkan apabila kasus ters.ebut dlhntunglper kaplt-n.
Selain itu terdapat perbedaan besar dalam hal tingkat kemfman (fatality
rate), dari jauh di bawah 1 persen di Singa}?ura dan Brun.el Dérus&‘l'“d:l.l.
hingga lebih dari 9 persen di Indonesia. Sejumlah pemer 1““‘F‘:'\k5d“z»d‘t
proaktif, segera menjalankan pengujian dalar.n skala besar, 'meld ukan ‘l"t..
lacakan kontak, dan memberlakukan karantma. ketal. dengan l.(ompe:];dl;;
biaya jangka pendek dari krisis ekonom1 yang dialami (test, trace, treat).

i di beberapa negara di awal
aan beberapa pemerintahan
e o o d-19 telah masuk ke negaranya dan mere-

angkal Covi . | :
ﬁf:ha;aimk;ti? lfa?;nagtakut akan dampak negatif ekonoml. Lebih lanjut,



hahkan banyak pihak yang mencoba mengaitkan Penanganan ¢
dengan Rezim pemerintahannya ternyata tidak herhuhUngan de
berhasilan respons dalam penanganan Covid-19. Beberapa negara yan
demokratis seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Selandia Baru memili}g
kesiagaan yang jauh lebih baik, sementara yang lain, Filipina dan Indone.-
sia sendiri, tampak mengalami kesulitan dalam menanggulangi Covid-19,
Demikian juga, beberapa negara yang totaliter mampu menanggulangi
dengan baik seperti Vietnam atau China, sementara beberapa negara
otoriter lainnya menolak bahwa Covid-19 masuk ke wilayah negaranya,
Umumnya, keberhasilan pemerintah dalam meratakan kurva (flaten the
curve) adalah hasil dari kepemimpinan dan administrasi pemerintah yang
kompeten, terlepas dari berbagai jenis rezim. Kesimpulannya tidak ada
pemerintah yang harus disalahkan atas pandemi, tetapi harus diawasi ba-
gaimana mereka merespons khususnya dalam kerangka yuridis.

Selain persoalan krisis kesehatan dan krisis tata kelola, pandemi juga
mendorong terjadinya krisis ekonomi dan hukum. Dari aspek ekonomi,
Disadari bahwa secara ekonomi pandemi Covid-19 akan memberi efek
yang luar biasa terhadap ekonomi jangka pendek apabila ditanggapi de-
ngan serius. Ketegasan pemerintah dalam mengambil sikap, menerapkan
tes massal dengan cepat,-mengadakan langkah-langkah pelacakan kontalf,
menutup perjalanan internasional dan domestik, menutup bisnis yang ti-
dak penting berjalan dengan baik, menutup tempat peribadatan dan se-
kolah atau perguruan. tinggi merupakan ukuran ketegasan yang tampak
dari kasus di Korea Selatan:? Dalam konteks Asia;Tenggara, maka contoh
yang paling jelas adalah apa‘yang terjadi di Vietham? dan Singapura® se-
lama gelombang pandemi pertama’.u,Para _pemimpin yang membuat kepfl-
tusan berdasarkan bukti medis dan ilmiah, tunduk pada kesehatan publik
dan pejabat medis mereka (scientific oriented policy) pada umumnya ber-
hasil menanggulangi pandemi. Adapun pemimpin yang telah men?buat
keputusan kesehatan masyarakat berdasarkan perhitungan ekonoml daf\
politik jangka pendek umumnya gagap dalam menanggulangi pandem,
dalam beberapa kasus terkesan terlambat atau minim akurasi dan koordi-

ovid-19
ngan ke.

* Ibniu Sinz Chandranegara, Diantarg yang terbaik dan terburuk dalam merespon C owd-l? di Asla Te:;)n
gara, makalah pada webinar New Normal dalam Perspektif Hukum, 4 Mei 2020 yang diselenggard
Universitas Neger Sebelas Maret (UNS),

o R:yag Ul ¥halig, S Kores swilches to e-education amid COVID-19 pandemic, hitps//www aa.com.u/e
asia-pacific/skorea-switches-to e-education-amid-covid-19-pandemic/1786750

" Minh Vu and Bich T Tran, The Secret to Vietnam's COVID-19 Response Success, hm)w/'mdmm"m
com/2020/04/(hem:emo»vielnam'.--wwdr)9—mwonw~tm cess/

H:OQS‘R Th'U. Why Singapore, Taiwan and Vietnam haye been effective in fighting Covid-1%, lm(sz/
*pistrategistorg au/why-singapore taiwan-and-vietnam-have-been-effective-in-fighting-covid-1%/
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”“‘\j‘ m"mt"m."” Hal yang tampak dari lemahnya kepemimpinan adalah
para P(‘mlmplln tersebut seperti kehilangan waktu dalam bertindak da-
:;‘: ‘:;‘;::‘1:01:":)'::‘("1:13'11‘1 _ilus;m seperti seolah memprioritaskan aspek
o uip ok ne-ga«ra:v:\q 7( m'lif"m pf*rtumbuhnn (jksp()n(‘rTsial setiap
B A e g semakin terancam. Apabila m?rllj%lk kepada
A suprema lex esto, seharusnya pemimpin mampu
mengutamakan keselamatan warga negaranya.

Lebih lanjut, pemerintah yang menggunakan pandemi COVID-19 un-

I"Uk I'nengumpulkan kekuatan, menyerang media, dan membungkam kri-
tik, justru bernasib buruk. Menggunakan kekuatan darurat dengan cara
seperti itu hanya berfungsi untuk membangun ketidakpercayaan publik.
Beberapa pemimpin seperti Hun Sen (Perdana Menteri Kamboja) dan
Rodrigo Duterte (Presiden Filipina) memandang pandemi sebagai peluang
politik alih-alih krisis kesehatan masyarakat. Di tempat lain, Joko Widodo
(Presiden Indonesia) menggunakan hak konstitusionalnya untuk mener-
bitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (hukum dalam
keadaan darurat) untuk menerbitkan| serangkaian kebijakan di bidang
keuangan negara yang justru ‘bertentangan dengan ketentuan konstitusi
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pelekatan hak imunitas ke-
pada pejabat keuangan,-dan pengenyampingan berbagai undang-undang
demi kebijakan keuangan ini berjalan tanpa hambatan. Beberapa pemim-
pin tersebut telah memprioritakan sektor yang tidak tepat dan terkesan
“aji mumpung”. Parlemen Kamboja mengesahkan undang-undang yang
memberi Hun Sen, yang sudah menjadi otokrat, termasuk kemampuan
untuk melakukan penyadapan elektronik dan membatasi kebebasan ber-
kumpul dan berbicara.’® Berbeda’dengan, Huri*Sen, Rodrigo Duerte, meng-
gunakan instrumen hukum darurat yang memberikan kekuasaan untuk
mengambil alih dan memanfaatkan perusahaan swasta dalam penanggu-
langan Covid-19.°
Berdasarkan uraian di atas, kepemimpinan merupakan faktor penting,

khususnya dalam menentukan kebijakan hukum yang meny.elamatkan jivs{a
dan tidak memperluas kekuasaan. Selain itu, kepemimpinan yang baik
juga menetapkan kebijakan hukum yang meningkatkan dan-menyeder-
hanakan koordinasi antar-kementerian maupun antara pemerintah pusat

dan provinsi. Pandemi perlu direspons secara efektif dengan melibatkan
seluruh otori.tas terkait. Pemerintah yang memiliki strategi holistik untuk

st powers under Covid-19 pretext, 10 April 2020.

nts PM va : 4
s e Given Emergency Powers To Fight COVID-19 5p-

After Dutert

s Rebecca Ratcliffe, Fears as Carfl?oqia g
¢ Jullie Mcarthy, Concerns In Phillppines

read, NPR, 24 Maret 2020.
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menangani pasokan makanan dan kesehatan masyarak
stimulus kesejahteraan dan mengurangi perlambatan ekonomi mampy
memenangkan kepercayaan dan kepatuhan publik. Ini membutuhkan ke.
pemimpinan untuk mengoptimalisasi koordinasi lembaga negara terkait 7

Selain aspek ekonomi sebagaimana terurai di atas, maka aspek hy
kum juga memainkan peranan strategis dalam menjawantah berbagai ke.
bijakan a dimaksudkan untuk merespons penanggulangan Covid-19 me-
Iaiui instrumen hukum. Hukum menjadi strategis dikarenakan menjadi
instrumen utama dalam merespons berbagai krisis yang ada dengan tetap
berpegang teguh terhadap prinsip supremasi hukum. Tidak semua nega-
ra memiliki kesiapan instrumen hukum yang cukup untuk melaksanakan
berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negaranya. Oleh
karena peran hukum yang demikian krusial, berbagai ilmuwan hukum
pada umumnya masuk ke dalam berbagai diskursus terkait dengan bidang
ilmunya masing-masing untuk melakukan riset dan memberikan kontribu-
si gagasan terhadap solusi krisis instrumen hukum dalam kondisi pandemi
yang berkepanjangan. Apabila.ditelisik'lebih jauh, dampak atas pandemi
akan mendorong perubahan hukum yang masif dalam merekayasa sosi-
al untuk mempercepat penanggulangan krisis kesehatan yang saat ini di-
alami umat manusia.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku ini sejatinya
memang dimaksudkan sebagai publikasi gagasan dalam kontribusi gagas-
an perumusan hukum dan bagaimana perkembangan hukum Khususnya
produk hukum dalam menyesuaikan berbagai macam akibat yang ditim-
bulkan sehingga akan terjadi penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat:
Oleh karena itu, besar harapan bukir ini mampu membawa manfaat bag
perumusan respons dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi
Covid-19. Selamat membaca!

at, memberikan

Jakarta, medio September 2020

Editor
Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara

" Joshua Kurlantzick, Can Sout

, heast Asia Fend Off the One-Two Punch of COVID-19?, World Politics
Review, 17 April 2020,

SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 D) INDONESIA




Pengantar Asosiasi Pimpinan

Perguruan Tinggi Hukum Indonesia
(APP'I'HI)

Pandemi Covid-19 perlahan mengubah tatanan dunia. Polusi global
menurun, work from home (WFH) merebak, pembelajaran via online, prio-
ritas terhadap higienitas, pembatasan perjalanan antardaerah dan negara,
penutupan rumah ibadah, bahkan penggunaan teknologi untuk pengawas-
an. Selanjutnya, apa yang terjadi di‘masa depan? Apakah manusia bisa
memprediksi dan memproyeksikan masa dépan, atau bahkan “mungkin”
mengendalikan dunia? Begitu banyak [pértanyaan menggelitik terkait de-
ngan pandemi virus corona yang merebak sejakzakhir Desember 2019 ini
di Wuhan, Cina. Termasulkipolemik apakah wabah-penyakit ini diciptakan
atau memang alamiah terjadi? Semua 'ini masih ménimbulkan tanda ta-
nya, entah akan terjawab atau menjadi misteri.

Terhitung 29 September 2020 i, kasus Covid-19 di seluruh dunia
mencapai 33.581.042 kasus dengan jumlah kematian '1.006.985 jiwa.
Adapun total yang sembuh 24.899.699 orang, membuat kita optimis bah-
wa dunia mampu menghadapi pandemi ini’ Berkenaan dengan wabah pe-
nyakit, sesungguhnya fenomenajinisudah ada sejak masa lalu. Salah satu
pandemi yang mengguncang dunia ialah Black Death atau Tragedi Maut
Hitam pada 1330 M. Dilaporkan terdapat 75-200 juta orang meninggal
di wilayah Asia Timur dan Tengah. Eropa, Afrika Utara, hingga pesisir
Samudera Atlantik. Begitu pun pandemi dalam dunia Islam, Ibn Hajar al-
Asqalani (773-852 H) pernah menulis buku perihal wabah tha’un dalam
kar)'anya Badzlul Ma’un fi Fadhlit Tha’un. Setidaknya disebutkan bahwa
wabah sudah ada sejak masa Rasulullah dan Khalifah Umar, Sejumlah
scholars merespons fenomena pandemi di era kontemporer ini. Salah sa-
tunya kosmolog Inggris, Sir Martin Rees, yang mengungkapkan adanya
Pesimisme dan optimisme terkait pandemi. Rees pesimis karena kejadi-
dn semacam ini bisa terulang yang mana “aktor jahat” bisa merekayasa
Pandemi baru yang lebih ganas dan menular. Lebih jauh dalam karyanya
2018’ on the Future, Rees menekankan ekonomi global akan runtuh. Dj



cisi lain, ia optimis karena krisis yang muncul dan hils .

patan situasi pulih. Menurutnya, kita bisa belajar j:::gr:: :::;:::nkmpm’
rantai suplai panjang yang rentan dan pekerja bisa melakuka‘n Wp}? [:da
kan. telah hadir sebuah buku karya Slavoj Zizek, filsuf psikn:malitii( :th
venia, yang mengupas fenomena Covid-19 berjudul Pan(dem)ic: Covi(;_ ’09
Shakes the World. Zizek menilai kepanikan dalam menghadapi Covid-19
menunjukkan balm'a wabah ini tidak dianggap sebagai ancaman serius
panik, demikian ZiZzek, merupakan ancaman bagi pasar, karena kepanika';;
membunyikan lonceng kematian bagi imperium bisnis. Menurutnya, sjs-
tem pasar benar-benar tidak siap menghadapi pandemi. Sehingga, sebagai
sarjana Marxis, ia berpandangan bahwa masyarakat tanpa kelas merupa-
kan solusi yang tepat untuk mencegah kehancuran dunia karena barbar-
isme sistem pasar. Kritik ZiZzek dengan menggunakan perspektif kritis ini
membongkar relasi berkelindan antara kekuasaan dan pasar.

Terlepas kondisi yang demikian'itu, konsep Indonesia sebagai negara
hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD.1945 memiliki pendirian atas
berjalannya penanggulangan dari\segi hukum dalam keadaan pandemi
yang demikian ini. Konsekuensinya, pelaksanaan segala macam kebijakan
harus didasarkan hukum dan membawa manfaat,mempercepat proses pe-
mulihan. Oleh karena itl, Asosiasi Pimpinan Pergaruan Tinggi Hukum In-
donesia (APPTHI) memandang dalam rangka meningkatkan penyebarlu-
asan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas terhadap permasalahan
pandemi Covid-19 dari'segi hukum, diperlukan sebuah teks buku hukum
yang komprehensif yang.mengulas berbagai-isu hukum terkait soal-soal
pandemi Covid-19 yang saat,ini melanda dunia, termasuk pula Indone-
sia. Untuk itu, APPTHI mengifisidsi penyusunan buku yang berjudul Segi
Hukum Terhadap Implikasi-Govid-19-di Indonesia. Buku yang akan disusun
ini sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indone-
sia, termasuk sebagai legacy sarjana hukum kepada masyarakat luas guna
menjawab berbagai persoalan yang timbul sebagai implikasi keadaan da-
rurat kesehatan saat ini. Selain itu, secara futuristik, buku ini diharapkan
dapat berguna dalam rangka menjelaskan berbagai persoalan hukum de-
ngan berbagai analisisnya bagi generasi yang akan datang tentang keada-
an Indonesia di masa darurat akibat pandemi.

Jakarta, September 2020

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.

Ketua Umum APPTHI
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Pelaksanaan Pilkada dalam Model Demokras;
Permusyawaratan Perwakilan: Alternatif

Menghadapi Covid-19
= WENDRA YUNALDI

Pendahuluan

Komisi Pemilihan. Umum (KPU) téldh menetapkan proses penyeleng
garaan pilkada serentak dimulai pada 15 ‘Juni dengan hari pemilihan d-
laksanakan 9 Desember 2020.% Berbagai alasan yang dikemukakan terkai
dengan kondisi ketidakjelasan kapan berakhirnya Covid-19 tidak meng
halangi pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020. Problem pentirg
yang sering menjadi alasan tidak berlangsungnya proses pemilihan kep:
la daerah secara demokratis, yaity keadaan dan kenyamanan yang tidak
terpenuhi cenderung’akan menjadi legitimasi dan bahkan hujatan terkal:l
dengan perolehan suara yang:membuat para calon kepala daerah menjad
kan kondisi ini sebagai alasan untyk menolak hasil pemilihan.

P'e‘laksanaan pemilihan kepala daerah membutuhkan situasi dan
kondisi yang nyaman dan aman sehingga tidak membuat proses perde:

!

” Hardiyanto et al, “Pemilihan (y i
rdiyan : mu i rik HOK?
Tunggal’, Varia Justicia, Vol 12,No. 1 Okrtnos::);:)algaerah e e
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Pelaksanaan Pilkada dalam Model Demokrasi
Permusyawaratan Perwakilan: Alternatif
Menghadapi Covid-19

= WENDRA YUNALDI

Pendahuluan

Komisi Pemilihan mum (KPU) telah“menetapkan proses penyeleng-
garaan pilkada serentak dimulai pada 15 Juni dengan hari pemilihan di-
laksanakan 9 Desember 2020.° Berbagai alasan-yang dikemukakan terkait
dengan kondisi ketidakjelasan kapan berakhirnya Covid-19 tidak meng-
halangi pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020. Problem penting
yang sering menjadi alasan tidak berlangsungnya proses pemilihan kepa-
la daerah secara demiokratis, yaitu keadaard ‘dan kenyamanan yang tidak
terpenuhi cenderung akan menjadi legitimasi dan bahkan hujatan terkait
dengan perolehan suara yang membuat para calon kepala daerah menjadi-
kan kondisi ini sebagai alasan untuk-menolak hasil pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah membutuhkan situasi dan
kondisi yang nyaman dan aman sehingga tidak membuat proses berde-
mokrasi itu berpotensi menciptakan praktik demokrasi yang tidak sehat.
Ketidaksehatan proses itu dapat terbaca dari: (1) bahwa incumbent dapat
menggunakan anggaran pemerintah daerah sebagai penanggung jawab
penanggulangan wabah Covid-19 untuk kampanye terselubung; (2) bah-
wa rendahnya partisipasi politik masyarakat oleh karena ketakutan meng-
hadiri pemilihan akan mendorong semakin rendahnya partisipasi politik
masyarakat; (3) bahwa atas nama kondisi yang tidak nyaman dan aman

* Hardiyanto et al,, “Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015-2020: Studi Polirtik Hukum Calon
Tunggal®, Varia Justicia, Vol 12, No. 1 Oktober 2016
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cenderung akan menciptakan keadaan psikologis yang tidak normal da-
,m menyikapi kampanye-kampanye politik yang diselenggarakan oleh
para kandidat dP'm team suksesnya; dan (4) bahwa atas nama Covid-19, se-
tap calon dan tim suksesnya dapat memanfaatkan situasi ini untuk mela-
tukan politik uang melalui berbagai bantuan, sembako, uang dan mau-
pun atribut-atribut lainnya yang berpotensi merusak hakikat kebebasan
memilih dalam pilkada.

Berkaca pada gelaran Pemilu 2019 lalu, masalah-masalah bawaan
vang sering kali melekat di berbagai perhelatan pilkada dan pemilu di
antaranya kecurangan, kekurangan logistik, masalah daftar pemilih tetap
(DPT), gesekan antar-pendukung calon, hingga korban jiwa karena sistem
vang cacat. Di saat solusi dari masalah di atas masih terus dicari, kini
Pilkada 2020 justru harus dihadapkan dengan masalah baru yakni wa-
bah Covid-19.%”

Kondisi-kondisi di atas tentu mesti memicu para penyelenggara pemi-
lihan kepala daerah untuk sekadar bersikukuh, pada keharusan untuk me-
laksanakan pemilihan pada 2020.ini, khususnya‘pada September sampai
dengan Desember 2020. Sebabj;jika urgensi pilkada dititikberatkan pada
keharusan administratif dengan pertimbangan-pertimibangan ekonomis
dan pembiayaan yang tidak mungkin dicairkan pada 2021, maka kese-
satan berpikir dengan mengabaikan substansi demokrasi akan berdampak
negatif kepada demokrasi itu sendiri. Sebagaimana tanggapan Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian, “Hal ini bisa menghidupkan ekonomi di
daerah. Bahkan mungkin ada EQ, (event organizer) kampanye di tengah
situasi pandemi Covid-19, bagaimana:menjaring orang tapi tanpa perte-
Muan akbar.”98

Menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Ta.hun 2020 tentang Ta-
hapan, Program, dan Jadwal Pilkada pun telah dltetz?pkan pada Jumat,
12 Juni 2020. PKPU ini merupakan perubahan dari PKPU Nom.o'r 15
Tahun 2019, Hal ini dilakukan untuk menyesu ?ikankdeml;ar;-k On(:Sl .da-
dlSden88arakan di 270 daerah, 9 provinsi, p ¢

oo da tahun 2020 ini juga. .
Dc;; :I:]se'lenggara:‘:i’;gi epala daerah kabupaten/kota se-Indonesia akan
pir separu

/V1/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan
1i, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak
kpu-53655450‘)25125”44253544. diakses pada 17

2-Kpt/01/KPU
n Wakil Bupa
o.id/detailkep

" Keputusan KPU Nomor 258/PLO
Gub?fnu dan Wakl Gubernur, Bupati da
anjutan Tahun 2020, https://jdih. kpug
uni 2020, ndar ProlOkO‘ Kesehatan di Setiap Tahapan Pilkada, https//www.

9 i i e
asuemYéfemia Sukoyo, K’::(J Ze'ggrke(::ast:szozo-di-tengah-wabah-covrd-19, diakses pada 12 Juni 2020.

sl.co/post/nasib-pilkada-

da dalam Model Demokrasl Permusyawaratan Perwakilan KYE5)
Pllkada
pelaksanadn



menyelenggarakan pilkada dalam situasi Covid-19. Jika mcmp"fhmika

kepentingan penyelenggaraan pilkada sebagai upaya mewujudkan kep,.
mimpinan yang dipilih secara demokratis dan aspiratif serta bersih da;;
jual beli suara, penghilangan hak pilih dan sebagainya, maka faktor-fakmr
penghambat mesti menjadi pertimbangan bagi pemerintah, DPR, dap, Kpy
untuk melaksanakan pilkada yang benar-benar demokratis,

Menurut Aidul Fitriciada Azhar dalam Rekonstruksi Tradisi Bernegar,
Dalam UUD 1945, konsepsi demokrasi terpimpin yang dirumuskarn oleh
Presiden Soekarno secara eksplisit mengacu kepada bentuk demokrag
asli bangsa Indonesia. Demikian pula konsepsi demokrasi Pancasila yang
dirumuskan oleh rezim Orde Baru mengacu kepada konsep negara keke-
luargaan yang merupakan bentuk tradisi kolektivitas bernegara bangs,
Indonesia.*

Sekalipun, kedua rezim ini gagal mengimplementasikan konstruks;
bernegara sesuai dengan tradisi asli bangsa, satu hal yang dapat dicatat
adalah diakuinya bentuk-dan prinsip bernegara yang tumbuh dalam ke-
nyataan hidup bangsa Indonesia:'Dalam konteks inilah, pelaksanaan pil-
kada pada masa pandemi Covid-19, pemerintah, DPR, dan KPU semes-
tinya mampu.melakukan terobosan-terobosan konstruktif terkait dengan
pelaksanaan pilkada dalam keadaan'yang abnormal.

Dalam kerangka berpikir inilah, penulisZmelihat perlunya test case
bagi pemerintah, DPR dan KPU untuk merekonstruksi ulang kerangka ber-
pikir demokrasi modern pada tataran masyarakat lokal Indonesia, agar
pengalaman berdemokrasi yang bersifat atitentik dan asli Indonesia ke
depan, yang telah dimulai oleh Soekarng’dan Soeharto itu menjadi model
baru untuk menjawab kelemahan-Kelemahan berdemokrasi dalam pilkada
yang terjadi selama ini.

Permasalahan

Permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimanakah model
demokrasi permusyawaratan perwakilan dilaksanakan sebagai sebuah al-
ternatif untuk mengantisipasi pelaksanaan pilkada tahun 2020 yang ber-.
ada dalam kondisi pandemi Covid-19, yang dapat dikategorikan sebagd!
keadaan luar biasa yang berpotensi menciptakan keadaan-keadaan yané
menghambat terlaksananya proses berdemokrasi yang jujur, adil, sertd

” Budiarti Utami Putri, Tito Jelaskan Alasan Pilkada 9 Desember Bisas Tekan Kurva Covid-19: h"":f
naslonaLlempo.co/read/l346818/lilo-jelaskan—alasan-pilkada-9-desember»bisa-tekan-kurva-COV‘d'w »

laview=ok, diakses pada 17 Juni 2020,
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.,k sarat dengan politik uang.

Secara faktual, permasalahan ini diduk
piaya pelaksanaan pilkada dan munculnya kluster bary penyebaran Co
10 G A samping itu, jaminan kepastian
~emerintah kapan pandemi wabah Covid-19 ini akan berakhir, tidak sa
tupun jawaban pasti yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mem-
bantah tesis penulis, bahwa diperlukan alternatif untuk pelaksanaan pil-
kada di tahun 2020 ini.

ung oleh semakin tingginya

Gagasan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang Demokratis

Menarik mengutip pendapat Purwo Santoso, Willy Purna Samadhi

dan Longgina Novadona Bayo dalam Petq Demokrasi Berbasis Variasi Rezi
Lokal '™ yang menyimpulkan: i

Lahirnya rezim formalis-elitis merupakan respons yang berkembang di
daerah, dalam menikmati_tatapan politik ‘baru, diberlakukan dalam skala
nasional. Ada keharusan’ untak melakukan kontestasi terbuka, dan kontes-
tan yang mendapatkan suara terbanyak, akan ‘dinobatkan sebagai kepala
pemerintahan. Menggejalanya formalisme dan kukuhnya dominasi elit, meng-
isyaratkan keandalan reztm lokal membajak skema demokrasi elektoral. Yang
jelasnya, keberadaan rezim formalis-elitis tersebut di atas mengharuskan
kita mempertanyakan secara lebih”“saksama, mengapa pengambilan kepu-
tusan didominasi aktor formal yang berpretensi bisq berjaya dalam set-up
kelembagaan yang formalistik., -
{77 i
Rezim formalis-elitis yang digunakan'Purwo Santoso di atas, meng-
gambarkan tentang kelompok elite politik di-masyarakat lokal yang me-
miliki kekuatan melakukan pembajakan terhadap skema demokrasi elek-
toral. Ini menyiratkan tentang bagaimana terputusnya kesinambungan
demokrasi kultural yang dimiliki oleh masyarakat lokal khususnya dalam

pelaksanaan pilkada. Dengan kekuatan peraturan p.erundang-undangaf\
yang dimiliki, yang notabene sandaran formalis-elitis .untuk mengamb}l
alih kepemimpinan lokal, ternyata tidak cukup efel.(uf d@ konstruktif
dalam menegakkan tatanan nilai demokrasi yang hidup d} maf,yar-akat
lokal, jika tidak kita simpulkan telah terlibat untuk menasionalisasi de-

mokrasi menjadi positivistik.

i isi 945, (Yogyakarta: Genta Publis
Tradisi Bernegara dalam UUD 1
* pidul Fitriciada Azhar, Rekonstruksi
hing), 2014, him. 5.

Plll:uda damm Mode! Demokrasl Permi uyowoﬂ(]l(}'\ Porwakilan 34 ;
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Semenjak pemilihan umum tahun 1955'" sampai dengan 2019 ke
mudian awal dilaksanakannya pilkada yang dipilih lﬂngsung oleh ma
syarakat pada 2005 sampai dengan 2020, lanskap dan gagasan ideality
proses demokrasi itu sepenuhnya mengacu kepada konsep demokrag; aSiné
baik bentuk maupun substansinya. Dimensi-dimensi lokalitas masyaraka;
vang tumbuh dengan pengalaman ribuan tahun melaksanakan progeg per-
alihan kepemimpinan dengan simbol kearifan—permusyawaratan/perWa_
kilan—genuen Indonesia sama sekali absen dari para pelaku politik seme,.
jak sidang BPUPK, konstituante sampai dengan MPR. Sekalipun dalam
catatan M. Yamin, Soepomo dan Soekarno selama proses persidangan (j
BPUPK dan sampai kemudian dalam sidang-sidang konstituante gagasan
orisinal yang tumbuh di masyarakat itu dirujuk untuk memperkuat argu-
mentasi mereka dalam kerangka semangat kebatinan bangsa Indonesia 12
Akan tetapi, pada akhirnya tetap tidak berhasil merumuskan konstruksj
yang tepat terkait dengan model negara yang benar-benar sesuai dengan
gagasan Soepomo tersebut. Masalah pemilihan umum dan pilkada seba-
gaimana dilaksanakan dewasa ini, terlihat semangat orisinalitas mencip-
takan keaslian model Kepolitikan dan berdémokrasi bagi Indonesia pada
akhimya mentok pad tataran ketersedian resources penyelenggaraannya.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis. Ketentuan konstitusi terhadap pemilihan kepala
daerah, bupati, walikota dan gubernur tidak secara ekslipisit menyebut-
kan harus, mesti dan wajib dipilih melalui peémilihan secara langsung one
man one vote. Sebab, ﬁéﬂ}i}aﬁﬂa?fang dLbangun oleh Pasal 18 ayat (4) ini
hanyalah “secara demokratis”. ﬁéﬁ?acﬁ kepada Penjelasan Umum UU No.
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang
disebutkan:

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota ma-
sing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan
kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah
ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

9 | pnggina Novadona Bayo, et al, (2018), Rezim Lokal di Indonesia; Memaknai Ulang Demokrasi Kita.
Jakarta: Yayasan Obor, him. 3276, :
192 plfian, (1981), Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesiq, Jakarta: Gramedia him. 307
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pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentan
gupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

g Pemilihan Gubernur,
palam rumusan UU No. 10 Tahun 2016, sebagai penjabaran dari Pasal
;g avat (4) UUD 1945, hanya ditegaskan tentang “dipilih secara demo-
(ratis”, tidak disebutkan kemudian apakah dalam bentuk langsung rakyat,
memilih, melalui DPRD atau melalui sistem yang berlaku dalam tatanan
tehidupan politik masyarakat lokal yang berkepemimpinan berdasarkan
norma-norma adat yang berlaku. Dalam tafsiran hierarkis, Rozali Abdul-
lah dengan mendasari kepada konstruksi pemerintahan daerah merupa-
kan bagian dari pemerintahan pusat yang dipilih secara langsung oleh ma-
warakat, maka sejatinya pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan
walikota mesti mengikuti kecenderungan yang sinkron dengan pemilihan
presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.'*® Sekali-
pun tafsiran analogis ini menjadi rumusan'dan kesimpulan Rozali Abdul-
lah, sepertinya, pemerintah, DPR dan penyelenggara pilkada menjadikan
model pemilihan langsung legislatif dan/presiden serta wakil presiden se-
bagai model yang ada dewasa ini
Pemilihan langsung memang diharapkan dapat<mengkanalisasi se-
luruh kepentingan masyara.két di daerah guna menopang bangunan de-
mokrasi agar semakin Kokoh. Menurut Fung dan Olin-Wright, demokrasi
langsung diperlukan untuk memenuhi gagasan sentral mengenai demo-
krasi politik yang meliputi beberapa hal penting, seperti pemberian fasi-
litas kepada masyarakat agar anereka terlibat dalam politik: mendorong
terjadinya konsensus politik melalui dialog, merealisasikan kebijakan
publik yang dapat menciptakan efektivitas ekonomi dan masyarakat yang
sehat, dan memberikan proteksiagar warga negara juga menikmati keka-
Yaan negara.'* Melalui saluran pemilihan langsung akhirnya tercipta hu-
bungan-hubungan partisipatif dan demokratis antara konstituen dgngan
kepala daerah terpilih. Sehingga, kebijakan pembangunan dan kese;ahte-.
faan sebagai tujuan utama dari demokrasi dengan mudah dapat dicapai
melalui kerja sama pemerintah dengan masyarakat. . ‘
Dalam konteks tersebut, pilkada langsung memiliki urgensi terhadap

SR, v ‘
" Catatan-catatan terkait dengan perdebatan tentang Dasar dan Bentuk Negara pada sidang BPUPK
€

i i p- itu dimunculkan datam
dan g ‘ { pagaimana Intensnya gagasan ke lndonesuaanl Itu
[:n'gv:nr;muamke mempe:lh::]‘;anf“ idegbemegara Barat dan Eropa oleh the founding father dalam rangka
mem‘ ~ gnt:;([a PRI Lerdeka- AM AB. Kusuma, (2004), Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Ba
dan :en:r?t ::{ '3:1012::"3“ him. 13-20 dan Adnan Buyung Nasution, (2001), Aspirast Pemerintahan Kon
' 4 { & 1 - . aflti
stitusional di Indonesia, terjemahan Sylvia Tiwon, Ja_kalla, Grafiti, him 90
 Rozali Abdullah ('2005) pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Lang
i ullah, )

*Ung, Jakarta; Rajawali Pers, him. 53.
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upaya memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi. Alasannya, seperti dj.
ungkapkan; pertama, pilkada langsung diperlukan untuk memutys Mmata.
rantai oligarki partai yang harus diakui cenderung mewarnai kehidup_
an partai di DPRD. Artinya pilkada langsung diperlukan untuk memutyg
mata rantai politisasi atas aspirasi publik yang cenderung dilakukan par-
tai-partai dan para politisi partai. Kedua, pilkada langsung diperlukan -
tuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elite politik lokal, termasuk
kepala daerah.!%

Kepentingan lain dari pelaksanaan pilkada, baik secara langsung dan
dilaksanakan secara serentak, tentu tidak semata-mata berkepenﬁngan
tertib administrasi, kemudahan, dan efisiensi biaya. Sebagaimana dike.
mukakan Achmad Arifulloh:

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability,
political equity dan local responsiveness. Dengan begitu, demokratisasi di
tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang
dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil
pilkada juga harus-mampu-menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial,
politik dan ekonomigang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pe-
merintahan yang batk. Pilkada yang diselenggdrakan secara lebih profesional,
demokratis,;akammemberikan dampak nyata terhadap perubahan politik."

Substansi dari kemestian penyelenggaraan secara serentak tersebut
adalah terciptanya demokrasi di tingkat lokal melalui partisipasi guna
menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang
lebih baik sehingga perubahan-perubahan signifikant dalam kehidupan
masyarakat berdampak positif-dalam memperlebar ruang publik yang eks-
tensif dan konstruktif.

Penyelenggaraan pilkada oleh Karenanya sarat dengan kepentingan-
kepentingan yang tidak saja untuk objektivikasi fungsi penyelenggara, na-
mun, juga menjadi salah satu strategi dalam penguatan kehidupan politik
demokratis di tingkat lokal, yang oleh Frans Magnis Suseno dielaborasi
dalam tindakan-tindakan nyata melalui; kontrol nyata masyarakat terha-
dap pemerintah; perwakilan melalui lembaga perwakilan yang dipilih me-
lalui pemilu yang bebas; mayoritas; dan adanya jaminan terhadap hak-hak
demokratis.’” Dengan demikian, pilkada bukan semata-mata persoalan

¥ R Siti Zuhro, et al, (2011), Model Demokrasi Lokal, Jakarta: PT THC Mandirl, him. 23-24.
¥ Ridho Imawan Hanafi, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritls
untuk Partai Politik”, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 2 Desember 2014 him, 4.

7 hchmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat’, Jurnal
Pembaruan Hukum Vol. || No. 2 Mei - Agustus 2015, him. 302,
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ersclenggaranya perhelatan lima tahunan ity gec
vang dibuktikan dengan terselenggaranya sesuai
1ah ditetapkan. Sebab, penyelenggaraan pilkada
dari proses dan perwujudan partisipasj masyarak
vang lebih luas dan makro. Kepentingan tersepy
sdalah menciptakan demokratisasi penyelenggar
melibatkan peran serta masyarakat dalam kesel

ara teknis administratif
dengan jadwal yang te-
itu hanya bagian keci

dan pemerintahan yang
uruhan pembuatan kebi-

pilkada Tahun 2020: Alternatif dan Solusj Bentuk Demokratis

Kepastian tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sudah
niscaya. Sebagaimana Keputusan KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/
V172020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wa-
likota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dalam klausul menimbang huruf
b: bahwa berdasarkan kesimpulan Rapat'Dengar, Pendapat antara Komisi
Pemilihan Umum dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerin-
tah yang diwakili oleh Menteti Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang
dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020, menyetujui larfjutan tahapan Pe-
milihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan ‘Wakil Bupati, dan/
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang ditunda dimulai
sejak tanggal 15 Juni 2020, ,dan pemungutan suara dilaksanakan pada
tanggal 9 Desember 2020.1%°

Menurut Arief Budiman, setiap tahapan dilaksanakan dengan mem-
perhatikan protokol Covid-19. “Termasuk terkait pe.ncalonan dan syarat
calon, kita sudah pertimbangkan tidak akan kita .izmkan membawa. pa-
sukan banyak atau arak-arakan,” kata Arief Budiman, dalam YVebmar:
“Telash Akademisi Persiapan Penyelenggaraan Pilka.lda 2020 di Tengah
Pandemi Covid-19”, yang digagas LIPL.'"° Lebih lanjut dlkemukakz_mnya
KPU sendiri akan menerapkan detail standar protokol keseha.tan di TPS
Mulai dari mencuci tangan, menggunakan sarung tangan plastik, menjaga

{ (: Filosofis, Jakarta: Gramedia,

f sosok Demokrasi: Sebuah Telaah !

 Franz Magnis Suseno, (1997), Mencar!
o % : P daMedia Group, him
o givi da Ranah Lokal, Jakarta: Kencana-Prenada :
7 Siti Aminah, (2014), Kuasa Negard pa
% ( Kpt/01/KPU/V1/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan
" ZSB/PL(;Z’" cvakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak
a;d/detailke;:vkpu-511655430525125.%344253344, diakses tanggal 17

" Keputusan KPU Nomo .
Guberny dan Wakl Gubernur, ?UP“'
Lanjutan Tahyn 2020 https//jdih. kpu.go:
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jarak, menggunakan masker, dilarang berkerumun, menggunakan hqng
sanitizer, hindari memegang logam di tempat umum, menyemprot digip,.
fektan, hindari bersentuhan, dan lain-lain. Protokol new normal di Tpg
menggunakan masker sejak dari rumah, mencuci tangan, dilarang bersa.
laman, cek suhu tubuh, dilarang berdekatan, menggunakan sarung tangan
plastik, menyemprotkan cairan disinfektan, membuang sarung tangan »
kata Arief. Dalam penerapan protokol kesehatan saat Pilkada serentak,
KPU sendiri sudah mengusulkan penambahan anggaran yang cukup besar,
Usulan penambahan anggaran dilakukan mengingat di pilkada serentak g
Desember 2020, akan ada lebih dari 300 ribu TPS.""' Mengutip pendapat
KPU di atas, tersirat aspek yang lebih penting dalam proses penyelengga-
raan pilkada tahun 2020 serta distingsinya dengan pilkada sebelumnya,
yaitu protokoler dan peralatan tambahan di setiap lokasi TPS untuk men-
cegah penyebarluasan pandemi Covid-19. Dengan adanya kegiatan tam-
bahan untuk mengikuti ketentuan protokoler new normal, kegiatan KPPS
menjadi lebih banyak dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Membaca kemungkinan.pelaksandan,pilkada dengan standar proto-
kol new normal yang direncanakan KPU, térlihat beberapa problem yang
muncul dalam penyelénggaraan pilkada, seperti:

1. Kemestian penambahaan anggaran pilkada dntuk kepentingan penga-
daan peralatan protokol kesehatan Covid=19:

2. Pembagian kerja lebih banyak terkait dengan penyelenggara di TPS
yang meliputi panitia kKhusus untuk pemilihan dengan panitia untuk
penegak protokol Govid-19. -

3. Akan membutuhkarnwaktu lebih pan_]ang untuk setiap rangkaian ke-
giatan dari kedatangan perhiliit $ampai memilih.

4. Terpecahnya konsentrasi panitia pada pengawasan kehadiran pemi-
lih.

5. Adanya potensi pemanfaatan situasi kesibukkan panitia dengan pene-
rapan protokol oleh tim sukses untuk melakukan kegiatan politik di
TPS, khususnya dalam bentuk pemberian sarana kesehatan.

6. Atas nama bantuan sosial, team sukses para calon leluasa mendatangi
rumah pemilih membagikan alat kesehatan dan penyampaian pesan
politik.

7. ntensitas komunikasi politik, dialog politik dan penyampaian visi,
misi dan program kerja oleh calon kepada konstituen akan berkurang.

8. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk melakuka uji publik

5 https//www.beritasatu.com/politik/643869-kpu-terapkan standar protokol-keseha tan-di- setlap
lahapan pilkada, diakses tanggal 12 Juni 2020,
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rerhadap visi, misi dan progra kerja calon kepala d

oleh karena kepala daerah tidak mundur

jabatan, maka penggunaan ASN untuk

cehatan kepada masyarakat berpotensi

tuk mendukung incumbent.

10. Intensitas politik uang akan semakin tinggi, oleh karena tingginya
angka masyarakat yang terdampak Covid-19.

11. Tittk kumpul di setiap TPS berpotensi untuk menjadi sarana
penyebarluasan Covid-19, jika rasio per TPS 300 orang.

aerah,

» melainkan hanya cuti dari
penyebarluasan peralatan ke-
menjadi media kampanye un-

persoalan-persoalan yang penulis kemukakan di atas, pada akhirnya
menimbulkan cost politik yang lebih mahal sehingga berujung kepada
tercerabutnya kepentingan dari demokrasi itu sendiri. Akibatnya, tujuan
pilkada memperkuat basis demokrasi pada lapisan masyarakat dengan pil-
kada murah, antipolitik uang, dan pencerdasan sulit untuk dicapai. Sebab,
banyak peluang dan kesempatan akan terjadi yang menohok demokrasi
dan maupun terhadap jaminan kesehatan masyarakat.-Menurut KPK seba-
gaimana dilansir Tempo.co beberapa persoalan jika’pilkada tetap dilaksa-
nakan pada 2020 ini adalah: {1) pengusaha korup; (2)politik uang berke-
dok bansos; dan (3) klaster-baru Covid-19.!'> Artinya, resistensi terhadap
pelaksanaan Pilkada 2020 -adalah semakin rendahnya kualitas demokra-
si. Menghadapi persoalan di atas, mengacu kepada rumusan pemilihan
kepala daerah diselenggarakan dengan “dipilih secara demokratis”, baik
ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 maupun UU"No. 10 Tahun 2016,
terbuka peluang untuk dilakukan penafsiran atas,dasar pertimbangan kea-
daan yang tidak memungkinkan dan berpotensi tidak terlaksananya tuju-
an penyelenggaraan pilkada. %

Sebagaimana telah penulis kemukakan di awal tulisan ini, tradisi ber-
negara dan berdemokrasi yang diterapkan oleh masyarakat lokal j.auh se-
belum hadirnya Indonesia menjadi referensi dalam mengkonstruksi model
pemilihan berdasarkan tradisi Indonesia sebagaimana berlaku dalam ke-
satuan masyarakat hukum adat. Tradisi berkepemimpinan, musyawarah,
Pertanggungjawaban kepemimpinan, gotong royong, kebersa.me‘mn'yang
saling tolong menolong, berukhuwah, <.1an mengutamakafl'kerj;al :amd '(?o-
Operation) bukan mengutamakan persaingan (frefe con?p'etmon). : Penn'hh.-
an kepala daerah merupakan simbol demokrasi politik, bertumpu pada

o RS S S ek e

7 |bid, i ’ id-19°, httpsi//nasional.tem
ihetcs: : ilkada 2020 di Tengah Pandemi Covi 19", https:
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pengelolaan aspirasi kedaulatan rakyat agar tercipta Pemerintahap,
dekat dan mampu berkomunikasi dengan rakyat secara langsung, Kaida 8
kaidah demokrasi seperti partisipasi, kebijakan yang populis, terjarin ah.
aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah serta terselengg,
ranya kebijakan ekonomi dan pembangunan yang pro rakyat, semestip a
menjadi dasar dan kepentingan utama untuk penyelenggaraan pilkada

Amanah konstitusi terkait dengan pemilihan kepala daerah agar di.
lakukan secara demokratis, tidak membatasi bentuk dan polanya seper;
apa mesti dilakukan. Jika mengacu kepada tradisi politik Barat,!'* may,
sistem one man one vote sebagai simbol liberalisme dan individualisme
dalam tradisi politik barat. Gagasan inilah yang kemudian ditolak oleh th
founding father ketika menyusun dasar maupun bentuk negara yang sesuaj
dengan kultur majemuk dan pluralisme hukum yang hidup di Indonesia,
Kesadaran kultural bangsa Indonesia yang majemuk tersebut adalah po-
tensi bagi Indonesia untuk menciptakan model kepolitikkan baru yang
sesuai dengan “jiwa raga” bahgsa Indonesia. Kesadaran jiwa raga yang
bersifat autentik ituanengakar dan terds tumbuh secara generatif turun-
temurun dalam setiap jiwa masyarakat. Inilah kekuatan bangsa Indonesia
sebenarnya yang-belum tersentuh secararasional, ilmiah dan bertanggung
jawab, baik oleh; masyarakat hukum adat sendiri maupun kalangan aka-
demisi.

Menyikapi kondisi Covid-19 dan keharusan pelaksanaan pilkada meng-
ikuti schedulle yang dibuat KPU, amat dirasakan bagaimana pemerintah
dan KPU tidak be?ﬁk@g;,altematif ter_lgqi't" dengan kepentingan penyeleng-
garaan demokrasi SeCéféfféE?; _Sgkili‘ﬁun, beberapa protokol penangglﬂ'
angan Covid-19 dipersiapkan untuk mengantisipasi agar momen pilkada
tidak menjadi sarana penyebarluasan baru, oleh karena itu, menghadirkan
pemilih di setiap TPS dengan model pemilihan langsung tetap menjadi
harga mati bagi pemerintah dan KPU. Merujuk kepada tradisi berpolitik
yang hidup dalam tradisi kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) yang
keseluruhannya mempraktikkan pemilihan pemimpin, seperti di nagarl,
gampong, pakraman, desa, huta, marga, dan lain-lain yang disebutkan d&
lam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, dalam teritori Negara I'"
donesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksge
menschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri dj Minangkabau, dusu®
dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyal
susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang ber-

114 Nurudin Hady, (2019), Negara Kesatuan Meneguhkan Kembal Gagasan Pendirl Bangsa. Malang 5
tara Press, him. 6.
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<t istimewa. Negara Republik Indonesja menghormati kedudukan

_+.dacrah istimewa tersebut dan segala peraturan ne ot
1‘;‘,,;;;1}1-dncmh itu akan mengingati hak-hak asal-usu
;;‘:‘.nmnn ini kemudian sekalipun tidak diakomodasi
emangat pengakuan terhadap kesatuan masyarakat
_iai-nilainya amat jelas dinyatakan dalam Pasal 18B

‘‘‘‘

cara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

:ch;n beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
jndonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pengakuan dan penghor-
matan tersebut tentu menjadi dasar pertimbangan untuk memperkuat sis-
rem demokrasi yang diterapkan oleh masyarakat adat.

Merujuk kepada potensi pandemi Covid-19, yang merupakan perma-
salahan utama dalam tulisan ini, adapun gagasan pilkada model demokra-
si permusyawaratan perwakilan adalah dalam bentuk pemilihan campur-
en (hibrid) antara DPRD dan masyarakat adat setempat. Dalam model ini,
calon diusulkan oleh partai-politik-dan independen, dan seluruh keten-
wan pelaksanaan pilkada yang telah ditetapkan ‘oleh KPU disesuaikan
dzn mengikuti ketentuan peraturan'perundang-undangan pemilihan.!!¢
Perbedaannya secara perundang-undangan hanya terletak pada siapa
yang memilih. Jika dalam peraturan peruindang-undangan yang memilih
itu adalah langsung setiap pemilih, maka dalam model ini, pemilih men-
delegasikan pilihannya berdasarkan keputusan rapat dalam KMHA ma-
sing-masing untuk kemudian-berkolaborasi dengan DPRD memilih calon
yang telah ditetapkan oleh KPU‘Model pemilihan' ini, dilaksanakan baik
untuk gubernur, bupati dan maupun walikota.

Untuk pemilihan gubernur, maka dilaksanakan di setiap DPRD de-
ngan mengikutsertakan seluruh pimpinan atau perwaki?an KMHA y@g
telah ditunjuk secara resmi berdasarkan surat resmi dari masing-masing
KMHA yang kemudian dilegalisasi oleh KPUD setempat. Untuk melaksa-
nakan pemilihan, tetap dilaksanakan di kantor DPRD, tanpa perlu datang
ke DPRD provinsi. Terkait dengan data ke(ljemba;lgaan stlatusb hu:uyn:nl;wg:ﬁ\
di utusan kepala daerah atau lembaga y: -
v:;t:::inmbuiri:a;znh:—l status dan kedudukan hu?(um KMH;\: Adal‘)(un
keabsahan sebagai pemilih maka nama-nama \.Nakll.KMHA ltetap' al.'l
oleh KPUD. Model di atas di tawarkan, secara ﬁ.losoﬁs m'engacu kE[.).ddd
rumusan sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-

keseluruhan, namun
hukum adat dengan
ayat (2): “Bahwa Ne-

“‘.I ‘ : 4
&6 rﬁ;t;s';/l:,ng::a o,g/uudol-1945pjl,hlm, diakses tanggal 17 Juni 2020.
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sanaan dalam permusyawaratan pvm'nkilnn. Gagasan dcmokrae'

svawaratan perwakilan dimaksudkan sebagai bentuk kehidu;;; Ty,
krasi perwakilan yang didukung oleh semangat musyawara, My N dem,
jika dihubungkan dengan pengakuan konstitusi terhadap keSatua:aWarah
rakat hukum adat dalam Pasal 18 B ayat (2), maka selamga tradis; te’"a. 3
masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakatnya, maka tatananr:eb‘f‘
sional yang baku itu dapat menjadi potensi dan model demokpai Tadj.
tepat untuk Indonesia dewasa ini. Yany

Menurut Hatta, kedaulatan rakyat harus berakar dalam Pergaula
dup sendiri yang bercorak kolektivisme."'” Kedaulatan rakyat dalamﬁ:
tem demokrasi dengan model kolektivisme, tidak menutup peluang bahyy;
kombinasi model politik modern dengan tradisi Indonesia mela]y; carn
penggabungan perwakilan KMHA sebagai model tradisi dengan DPRp ¢,
lam bentuk demokrasi modern untuk memilih kepala daerah, menjadj s.
makin niscaya.

Berdasarkan alternatif yang penulis kemukakan, tentu dasar pertin.
bangannya adalah-untuk:menjagapelaksanaan pilkada benar-benar sesuz
dengan kaidah-kaidah tatanan demokrasi serta menutup peluang terjadi-
nya proses.penyelenggaraan pilkada yang cacat dan menodai demokrasi
Apalagi dengan:ketiadaan jaminan berakhirnya Covid pada tahun 2020
ini, maka diperlukan model alternatif dengan tetap berpijak pada norma
yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Penutup S iy
U4 S e\

Kalaupun kemudian pilkada pada tahun 2020 di masa pandemi Co
vid-19 ini tetap terus harus dilaksanakan; maka model demokrasi perm¥
syawaratan perwakilan, tidaklah buruk disebut sebagai alternatif gund
penyelenggaraan pilkada gubernur dan bupati atau walikota. Sekalip"”
pengalaman pemilihan oleh DPRD banyak menuai kritik, namun pem
lihan tersebut masih terperangkap dalam dominasi partai politik tanp!
melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan model yang ditawarkan pe
libatan DPRD dan perwakilan masyarakat adat, hal ini dapat mengont®
elite-elite politik dalam hubungannya dengan kepentingan masy?
sipil serta dapat menekan politik uang dan pemborosan biaya pilkada-

pef

17 Ketentuan independen tetap mengikuti prosedur pencalonan independen yang ditetapkan oteh

aturan KPU.
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